BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan
1. Pengaturan trading in influence telah diatur pada semua negara yang
penulis jadikan bahan kajian, kecuali Indonesia. Hungaria mengatur
mengenai trading in influence atau memperdagangkan pengaruh pada
KUHP negara Hungaria yang disebut sebagai Hungarian Criminal Code
(HCC) pada tahun 1978. Delik trading in influence diatur pada Section 256
HCC tahun 1978. Hungaria menjerat perbuatan memperdagangkan
pengaruh baik secara aktif maupun pasif. Menjerat pejabat-pejabat publik
dan pihak swasta bahkan Pejabat Luar negeri atau Petinggi Organisasi
Internasional. Prancis menjerat perbuatan Trading in Influence baik secara
aktif maupun pasif. Subyek yang dapat dijerat adalah pejabat-pejabat
publik dan pihak swasta. Belgia menjerat perbuatan Trading in Influence
baik aktif maupun pasif. Subyek hukum yang dijerat dalam perbuatan
Trading in Influence di Belgia adalah pejabat publik saja. Namun definisi
pejabat publik di Belgia diperluas, sehingga makna pejabat public adalah
setiap orang yang melakukan tugas publik, terlepas dari status resminya.
Spanyol hanya menjerat perbuatan Trading in Influence secara pasif.
Subyek hukum yang dijerat adalah pejabat publik dan pihak swasta.
Negara terakhir adalah Indonesia. Belum terdapat pengaturan mengenai
Trading in Influence di Indonesia. Dengan demikian sampai dengan saat

ini Indonesia belum menjerat perbuatan Trading in Influence.
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2. Trading in influence memeliki 3 (tiga) pola atau bentuk, diantaranya
adalah pola vertikal, pola vertikal dengan broker, dan pola horizontal.
Bentuk trading in influence memiliki kesamaan dengan Pemerasan dan
Suap. Namun dari ketiganya merupakan hal yang berbeda. Pada
Pemerasan unsur utama adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan,
sedangkan Trading in Influence pada umumnya tidak disertai dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal ini berbeda dengan pemerasan,
karena Trading in Influence dilakukan dengan lobi-lobi kepada calo atau
kepada pihak yang berpengaruh. Selain itu jika suap, pelakunya harus
merupakan penyelenggara negara atau pegawai negeri, sedangkan dalam
trading in influence pelakunya dapat seorang public official ataupun any
other person atau setiap tanpa melihat jabatan ataupun kedudukannya.
Sehingga dengan berbedanya suap dengan trading in influence menjadikan
suatu urgensi untuk mengatur perbuatan trading in influence ini dalam
hukum positif Indonesia. Sebab telah banyak terjadi perkara yang
hakikatnya perbuatannya merupakan perbuatan trading in influence, akan
tetapi diputus dengan suap. Putusan-putusan tersebut jika dikaji mendalam
akan ditemukan suatu ketidakterpenuhan unsur. Sebagai contoh pada
perkara Luthfi hasan Ishaag, yang merupakan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Komisi 1, akan tetapi melakukan pengaturan impor daging sapi
yang kemudian diketahui bahwa menteri yang membidanginya adalah
kader daru partai yang Luthfi Hasan Ishaq pimpin. Dengan begitu

menunjukkan bahwa terjadinya korupsi adalah bukan disebabkan adanya
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penggunaan jabatan atau kewenangan yang dimiliki, akan tetapi
penggunaan pengaruh yang dimilikinya sebagai Presiden PKS. Dengan
fakta tersebut maka ditemukan salah satu urgensi dan kemudian dilakukan
penelaah menggunakan parameter kriminalisasi yang diambil dari hasil
simposium Hukum Pidana Tahun 1980 dan menghasilkan bahwa

perbuatan trading in influence urgen dan layak untuk dikriminalisasi.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diketahui bahwa ditemukan adanya urgensi dan
telah terpenuhi parameter atau syarat untuk mengriminalisasikan perbuatan korupsi
yang berbentuk trading in influence, maka saran yang dapat diberikan penulis
adalah Pertama, kepada pembentuk Undang-Undang untuk segera mengatur atau
mengriminalisasi perbuatan trading in influence dengan melakukan revisi terhadap
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Korupsi. Kedua, untuk Penegak Hukum jika dikemudian
hari telah diatur mengenai perbuatan korupsi trading in influence, maka diharapkan
untuk dapat menjalankan penegakan hukum dengan sebaik-baiknya. Ketiga, saran
terakhir ditujukan untuk seluruh elemen bangsa Indonesia, baik pejabat, penegak
hukum, dan juga masyarakat secara umum. Bahwa secara teoritis dan praktis
kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia bertumpu pada substansi hukum,
struktur hukum dan budaya hukum. Jika dikemudian hari Indonesia telah memiliki

aturan hukum dan penegakan hukum yang memadai untuk memberantas korupsi,



154

maka dibutuhkan komitmen dalam penegakan hukum dan budaya hukum

masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi.



